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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR        TAHUN 

TENTANG

[bookmark: _GoBack]PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 155 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah perlu dilakukan peninjauan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah;
d. ketentuan angka 7 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.


	Mengingat
	:
	1. 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153).

MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 155 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

	
	
	
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. 	Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. 	Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. 	Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. 	Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. 	Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6.	Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah.
8. 	Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.


	
	
	BAB II 
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten.


Pasal 3
(1)	UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
a. UPTD pada Dinas Pendidikan;
b. UPTD pada Dinas Kesehatan;
c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang;
d. UPTD pada Satuan Polisi Pamong Praja;
e. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
f. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
g. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. UPTD pada Dinas Perhubungan;
i. UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
j. UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
k. UPTD pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
(2)	UPTD pada Dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa satuan pendidikan formal dan non formal.
(3) UPTD pada Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berupa pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4) Ketentuan mengenai nama dan wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


	
	
	BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 4
UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten, sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.


	
	
	BAB IV
KLASIFIKASI

 Pasal 5
(1)	UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yang terdiri atas:
a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban  kerja  yang besar; dan
b. UPTD kelas B untuk mewadahi  beban  kerja  yang kecil.
(2)	Penentuan klasifikasi sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)	Pengklasifikasian UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal serta UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
(4)	Ketentuan mengenai klasifikasi UPTD pada Perangkat Daerah pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

	
	
	
BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6
(1) Susunan organisasi UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. 	kepala;
b. 	kepala subbagian tata usaha;
c. 	kelompok jabatan fungsional; dan
d. 	jabatan pelaksana.
(2) Susunan organisasi UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. 	kepala;
b. 	kelompok jabatan fungsional; dan
c. 	jabatan pelaksana.
(3) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal terdiri dari:
a. Taman Kanak-kanak, terdiri atas:  
1. kepala;
2. kelompok jabatan fungsional; dan
3. kelompok jabatan pelaksana;
b. Sekolah Dasar, terdiri atas:  
1. kepala;
2. kelompok jabatan fungsional; dan
3. kelompok jabatan pelaksana;
c. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
1. kepala;
2. wakil kepala;
3. kelompok jabatan fungsional; dan
4. kelompok jabatan pelaksana.
d. Sanggar Kegiatan Belajar, meliputi:
1. Kepala;
2. Urusan Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
(4) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
	terdiri dari:
a. 	kepala;
b. 	kepala subbagian tata usaha;
c. 	kelompok jabatan fungsional; dan
d. 	jabatan pelaksana.
(5) Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 7
Ketentuan mengenai tugas pokok dan uraian tugas Kepala UPTD dan Kepala subbagian UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang uraian tugas jabatan struktural masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB VI
JABATAN

Pasal 8
(1) Kepala UPTD Kelas A pada Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(2) Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian UPTD pusat kesehatan masyarakat, dan Kepala Subbagian UPTD Kelas A pada Dinas merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(3) Kepala UPTD pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(4) Kepala UPTD satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

	
	
	
BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9
(1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan dalam unit kerjanya.
(5) Kepala UPTD yang mempunyai wilayah kerja kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional berkoordinasi dengan Camat. 

	
	
	
BAB VIII
KOORDINATOR WILAYAH KERJA

Pasal 10
(1) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di wilayah kerjanya, dapat dibentuk koordinator wilayah kerja yang dipimpin oleh seorang koordinator.
(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat fungsional.


(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah Kabupaten.
(4) Tugas, fungsi dan uraian tugas koordinator wilayah kerja ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) koordinator dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih pelaksana lainnya.

Pasal 12
(1) Pada UPTD selain UPTD pada Dinas Pendidikan yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk koordinator wilayah kerja/unit kerja non struktural. 
(2) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pegawai negeri sipil.
(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan terkait berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah Kabupaten.

	
	
	
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
UPTD dan pejabat struktural yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.


	
	
	BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 155 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah  (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 155), masih berlaku sepanjang tidak diubah menurut ketentuan Peraturan ini.


Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

	
	
	



Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal       

PJ. BUPATI SUMEDANG,




.............................

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal      

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

                          

..........................


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN      NOMOR 
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR        TAHUN 
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 155 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH


NAMA, KLASIFIKASI DAN WILAYAH KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

	NO.
	PERANGKAT DAERAH
	NAMA UPTD
	KLASIFIKASI
	WILAYAH KERJA

	7.
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.	UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Jatinangor
	A
	1. Kecamatan Jatinangor
2. Kecamatan Sukasari

	
	
	2.	UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Pamulihan
	A
	1. Kecamatan Pamulihan
2. Kecamatan Cimanggung

	
	
	3.	UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Tanjungsari
	A
	1. Kecamatan Tanjungsari
2. Kecamatan Rancakalong

	
	
	4.	UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Sumedang Utara
	A
	1. Kecamatan Sumedang Utara
2. Kecamatan Cisarua

	
	
	5.	UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Sumedang Selatan
	A
	1. Kecamatan Sumedang Selatan
2. Kecamatan Ganeas

	
	
	6.	UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Cimalaka
	A
	1. Kecamatan Cimalaka
2. Kecamatan Paseh

	
	
	7.	UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Conggeang
	A
	1. Kecamatan Conggeang
2. Kecamatan Ujungjaya

	
	
	8.	UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Buahdua
	A
	1. Kecamatan Buahdua
2. Kecamatan Tanjungkerta

	
	
	9.	UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Tomo
	A
	1. Kecamatan Tomo
2. Kecamatan Jatigede

	
	
	10. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Situraja
	A
	1. Kecamatan Situraja
2. Kecamatan Cisitu

	
	
	11. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja
	A
	1. Kecamatan Darmaraja
2. Kecamatan Cibugel

	
	
	12. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Wado
	A
	1. Kecamatan Wado
2. Kecamatan Jatinunggal

	
	
	13. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Tanjungmedar
	A
	1. Kecamatan Tanjungmedar
2. Kecamatan Surian

	
	
	14. UPTD Perlindungan   Perempuan dan Anak
	A
	Kabupaten Sumedang




BUPATI SUMEDANG



................









LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR    TAHUN 
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 155 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

A. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELAS A



 (
KEPALA
)







 (
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
) (
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
)













 (
PELAKSANA
)


















B. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELAS B



 (
KEPALA
)







 (
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
) (
PELAKSANA
)











































C. 	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

1. TAMAN KANAK-KANAK

 (
KEPALA
)







 (
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA
) (
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
)















2. SEKOLAH DASAR

 (
KEPALA
) (
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA
) (
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
)
























3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

 (
KEPALA
)

 (
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA
) (
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
)
 (
WAKIL KEPALA
)





















4. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

 (
KEPALA
) (
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
)








 (
URUSAN TATA USAHA
)


















D. 	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



 (
KEPALA
)







 (
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
) (
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
)













 (
PELAKSANA
)






	BUPATI SUMEDANG,



	...................
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